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ABSTRACT 

 

The existence of Mosalaki customary institutions in Nuangenda village is 

very influential in the implementation of the Complete Systematic Land 

Registration (PTSL). PTSL activities that undertaken by Land Office of Ende 

Regency must get permission or agreement from Mosalaki customary institutions 

first, so in the Nuangenda village is still can’t do measurement one village 

completely. There are Mosalaki that give permission and there are also Mosalaki 

that don’t give permission for doing measurement in order of PTSL acceleration 

program. The purpose of this research are (1) to know the implementation of 

PTSL in Nuangenda village, Wewaria districts, Ende regency; (2) to know the 

pattern of land ownership in Nuangenda village Wewaria districts Ende regency; 

and (3) to know the obstacles and the solution in the implementation of PTSL in 

Nuangenda village Wewaria districts. 

Research methods that used is descriptive qualitative. Qualitative research is 

intended for describe about the pattern of land ownership, implementation and 

obstacles that faced by the Land Office of Ende Regency in the implementation of 

the PTSL acceleration. 

Based on research result, then it is known that the obstacles of the 

implementation of PTSL in Nuangenda village are: (a) the objection from 

Mosalaki, b) still there are plots of land that have not divided to all of their 

member of family. Land ownership in Nuangenda village is obtained by the 

agreement from the Mosalaki or ruler of the region. The lands in Nuangenda 

village can be inherited and granted to the member of family, but not allowed to 

be traded to other parties that is not the member of family. 

 

 

Keywords: Customary institutions, Mosalaki, Land ownership, Complete 

Systematic Land Registration (PTSL) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia. Setiap 

manusia membutuhkan tanah sebagai kebutuhan dasarnya baik untuk 

pemenuhan tempat tinggal atau untuk melakukan kegiatan dan aktivitas di atas 

tanah tersebut. Semakin hari kebutuhan manusia akan tanah semakin 

meningkat, sementara ketersediaan tanah bersifat tetap dan terbatas. Tentu 

dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan tanah menimbulkan berbagai 

kekhawatiran, sehingga kekhawatiran ini perlu diimbangi dengan jaminan 

kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah. 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria merupakan sarana dalam memberikan jaminan kepastian hukum 

sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam Pasal 19, 23, 32, dan 38 UUPA. 

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa dikenal dengan sebutan UUPA, 

berbunyi: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-

ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Selain itu, Pasal 23, 32, 

dan Pasal 38 UUPA mengamanatkan kepada pemegang hak atas tanah untuk 

mendaftarkan hak atas tanahnya. Pendaftaran tersebut merupakan alat 

pembuktian yang kuat mengenai hak atas tanahnya guna menjamin kepastian 

hukum atas tanahnya. 

Dalam konsiderans huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dinyatakan 

bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan 

hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong 

pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, 

perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik 
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Indonesia. Hal ini menjadi pertimbangan Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan menetapkan program Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dituangkan dalam Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 

2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 

2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

jis Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap, yang kemudian peraturan tersebut dicabut dan diubah lagi 

dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 

Pasal 1 butir (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap, menyatakan: 

“Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat 

PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang 

dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh 

wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau 

nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan  

data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek 

Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.” 

PTSL ini dilakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia, namun dalam 

pelaksanaannya tidak semua berjalan dengan lancar dan optimal. Terdapat 

persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan karena setiap wilayah di 

Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda serta beragam adat istiadat 

dan budaya, seperti yang terjadi di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara 

Timur. Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Ende belum dapat dilaksanakan secara 

optimal. Kantor Pertanahan Kabupaten Ende mengalami kesulitan pelaksanaan 

PTSL dalam hal pengukuran bidang tanah, seperti yang terjadi di Desa 

Nuangenda Kecamatan Wewaria. Kesulitan yang dialami karena Kabupaten 
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Ende memiliki karakteristik wilayah serta adat istiadat yang berbeda dengan 

kabupaten yang lain. Adonis dan Djoko (1997: 38), mengemukakan: 

“Masyarakat desa di Kabupaten Ende pada dasarnya tidak mengenal hak 

milik pribadi yang mutlak atas tanah. Seluruh tanah dalam suatu wilayah 

persekutuan adat berada dalam otorita Mosalaki, yakni lembaga penguasa 

tradisional setempat. Setiap keluarga pada hakekatnya hanya memiliki 

hak garap atas tanah yang diperoleh dari Mosalaki.” 

Lebih lanjut dalam Adonis dan Djoko (1997: 50), dikemukakan: 

“Jauh sebelum dikenalnya sistem pemerintahan nasional atau modern, 

yang berupa aturan-aturan hukum perundang-undangan, masing-masing 

kelompok masyarakat di daerah Nusa Tenggara Timur sudah mengenal 

seperangkat norma yang berfungsi sebagai pedoman untuk berperilaku 

maupun dalam menjaga kelestarian lingkungan alam dan sumber 

dayanya. Dalam pelaksanaan norma-norma tersebut dikenal pula 

lembaga-lembaga adat yang berfungsi sebagai pengatur sekaligus sebagai 

pengendali tingkah laku warga masyarakat dengan norma-norma itu 

sebagai pedomannya. Sistem pemerintahan tradisional dapat terdiri dari 

seperangkat aturan, norma, atau adat istiadat. Semua ini mempunyai 

kekuatan dalam mengatur tingkah laku warganya.” 

Terkait dengan apa yang diungkapkan oleh Adonis dan Djoko (1997) 

yang mengatakan bahwa masyarakat di Kabupaten Ende tidak mengenal hak 

milik pribadi yang mutlak atas tanah, maka penulis berpendapat bahwa semua 

bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia harus didaftarkan guna 

menjamin kepastian hukum hak atas tanahnya. Pendaftaran hak atas tanah ini 

dimaksudkan untuk mengukuhkan kepemilikan tanah dalam bentuk pemberian 

sertipikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, sehingga bukan hanya 

untuk memberikan jaminan kepastian hukum, namun juga dapat terlaksananya 

program percepatan PTSL di Kabupaten Ende. 

Kabupaten Ende yang terletak di Pulau Flores merupakan salah satu 

wilayah yang keberadaan masyarakat hukum adat diakui baik oleh pemerintah 

setempat maupun masyarakat namun belum ada Peraturan Daerah khusus yang 

substansinya khusus mengatur masyarakat hukum adat tersebut. Menurut 

Kurniawati (2014: 6), Lembaga adat/pemerintahan adat di Kabupaten Ende 

dalam bahasa penduduk setempat disebut “Mosalaki” dengan pimpinan/ketua 

adat yang juga disebut “Mosalaki”. Lebih lanjut Kurniawati (2014: 6) 
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mengemukakan bahwa keberadaan dan kekuasaan Mosalaki masih diakui dan 

dipatuhi oleh masyarakat hukum adat setempat. Masyarakat masih merasa 

terikat dengan hukum adat yang berlaku dalam komunitas adatnya. 

Keberadaan lembaga adat Mosalaki ini sangat berpengaruh dalam 

pelaksanaan PTSL, seperti yang terjadi di Desa Nuangenda, Kecamatan 

Wewaria, Kabupaten Ende. Kecamatan Wewaria ini merupakan salah satu 

kecamatan yang keberadaan dan kekuasaan lembaga adat Mosalaki masih 

dirasa sangat kuat terutama berkaitan dengan penguasaan dan pengelolaan 

tanah adat. Kegiatan PTSL yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Ende haruslah mendapat ijin atau persetujuan terlebih dahulu dari lembaga adat 

Mosalaki untuk dilakukannya pengukuran bidang-bidang tanah. Apabila 

lembaga adat Mosalaki tidak memberikan persetujuan untuk dilakukannya 

pengukuran bidang-bidang tanah tersebut dalam rangka pensertipikatan tanah, 

maka Kantor Pertanahan tidak dapat melanjutkan kegiatan pengukuran 

tersebut. Hal ini yang kemudian menjadi permasalahan tersendiri dalam 

pelaksanaan program percepatan PTSL di Kabupaten Ende, khususnya di Desa 

Nuangenda, Kecamatan Wewaria. 

PTSL di Desa Nuangenda Kecamatan Wewaria belum dapat 

dilaksanakan atau dilakukan pengukuran satu desa lengkap karena tidak adanya 

ijin dari lembaga adat Mosalaki untuk dilakukannya pengukuran dalam rangka 

program percepatan PTSL. Dalam satu desa terdiri dari beberapa Mosalaki, 

banyaknya jumlah Mosalaki di setiap desa yang ada di Kabupaten Ende 

berbeda-beda dan setiap Mosalaki mempunyai persepsi yang berbeda-beda 

pula. Uniknya, di Desa Nuangenda ini ada bidang-bidang tanah yang telah 

terukur dan sebagiannya belum dapat diukur. Hal ini disebabkan karena ada 

Mosalaki yang mengijinkan dan ada pula Mosalaki yang tidak mengijinkan 

untuk dilakukannya pengukuran dalam rangka program percepatan PTSL. 

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian 

dengan judul “Peranan Lembaga Adat Mosalaki Terhadap Pelaksanaan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Di Desa Nuangenda Kecamatan 

Wewaria Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan PTSL di Desa Nuangenda Kecamatan Wewaria 

Kabupaten Ende? 

2. Bagaimanakah pola penguasaan tanah di Desa Nuangenda Kecamatan 

Wewaria Kabupaten Ende? 

3. Bagaimanakah kendala dan solusi terhadap pelaksanaan PTSL di Desa 

Nuangenda Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende? 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan PTSL di Desa Nuangenda Kecamatan 

Wewaria Kabupaten Ende. 

2. Untuk mengetahui pola penguasaan tanah di Desa Nuangenda Kecamatan 

Wewaria Kabupaten Ende 

3. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan PTSL di Desa 

Nuangenda Kecamatan Wewaria. 

Kegunaan penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan 

tentang tanah adat serta peranan lembaga adat Mosalaki terhadap 

pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa 

Nuangenda Kecamatan Wewaria Kabupaten Ende. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan, 

bahan evaluasi bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional beserta jajarannya terhadap program percepatan Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 
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BAB VIII 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sistem penguasaan 

tanah adat Mosalaki dan kendala pelaksanaan PTSL sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan PTSL di Desa Nuangenda dengan target awal sebanyak 500 

(lima ratus) bidang tidak dapat tercapai. Di Desa Nuangenda, bidang tanah 

yang dapat diukur dan diterbitkan sertipikat sebanyak 56 Sertipikat Hak 

Milik dari target yang ditentukan. Pelaksanaan PTSL tidak dapat berjalan 

dengan optimal karena Kantor Pertanahan Kabupaten Ende mengalami 

berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut terdiri dari: a) 

adanya keberatan dari Mosalaki (tokoh adat). Hal ini disebabkan karena 

pemahaman Mosalaki yang mengkhawatirkan jika bidang tanah tersebut 

diterbitkan sertipikat, maka akan terjadi peralihan hak kepada pihak lain; b) 

masih adanya bidang-bidang tanah yang belum dibagi kepada anggota 

keluarga mereka, bidang-bidang tanah tersebut merupakan kepemilikan satu 

orang dengan luasan tanah yang cukup luas, sehingga timbul kehawatiran 

mereka bahwasanya jika bidang tanah tersebut diterbitkan sertipikat, maka 

mereka tidak sanggup membayar pajak dengan luasan yang luas. 

2. Penguasaan tanah di Desa Nuangenda dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu 

penguasaan tanah milik, dikarenakan penguasaan tanah tersebut secara turun 

temurun diperoleh dari warisan atau hibah dan sebagian tanah-tanah di Desa 

Nuangenda telah bersertipikat; dan penguasaan tanah bukan milik, 

dikarenakan Mosalaki selaku pemilik tanah memberikan hak dengan ijin 

secara lisan kepada para penggarap untuk menggarap tanah tersebut tanpa 

membayar sesuatu kepada Mosalaki, sehingga tanah tersebut diberikan 

secara cuma-cuma kepada pihak yang meminta tanah, hanya saja penggarap 

mempunyai kewajiban terhadap tanah yang digarap tersebut. Kewajiban 

tersebut diberikan pada saat upacara tho tao, berupa: 1 kg beras (are wati); 1 

ekor ayam (manu eko); 1 botol moke/alkohol (moke boti). Terhadap status 

tanah tersebut, tidak boleh diperjualbelikan, akan tetapi boleh diwariskan 
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kepada anak cucu dan keluarga. Para penggarap boleh menggarap, 

menikmati dan mengambil manfaat dari hasil garapan tersebut, tetapi tidak 

dapat diperjualbelikan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, maka saran yang 

dapat diberikan oleh peneliti yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, perlu ditingkatkan lagi 

pendekatan-pendekatan yang bersifat persuasif serta memberikan penjelasan 

yang mampu dimengerti oleh masyarakat setempat, agar kedepannya 

program PTSL dapat diterima oleh masyarakat dan berjalan dengan lancar. 

Penjelasan tersebut berupa pemahaman kepada masyarakat bahwa bidang 

tanah yang diukur tidak akan diterbitkan sertipikat jika tidak memenuhi 

syarat subyektif dan obyektif, dan bidang tanah yang diukur akan dipetakan 

sehingga menjadi Desa Lengkap sebagaimana tujuan dari pelaksanaan 

PTSL.  

2. Perlu merumuskan suatu regulasi atau Peraturan Daerah yang mengatur 

terkait dengan tanah-tanah adat yang boleh disertipikatkan, sehingga dengan 

adanya aturan atau regulasi terkait dengan Mosalaki dan tanah adat, maka 

Kantor Pertanahan Kabupaten Ende dapat bekerja lebih optimal. Jika ada 

aturan yang mengakomodir, maka peluang suatu program dapat berjalan 

akan lebih besar ketimbang belum adanya regulasi yang mengatur. 
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